BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka Terkait Karya

1. Definisi Standar Pelayanan

Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai
kewajiban dan janji penyelenggara kepala masyarakat dalam rangka pelayanan
yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Setiap penyelenggara
pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan di publikasikan sebagai
jaminan adanya kepastian bagi penerima layanan. Standar pelayanan
merupakan ukuran yang dilakukan dalam penyelenggara pelayanan publik yang
wajib ditaati oleh pemberi atau penerima layanan. Berdasarkan peraturan mentri
pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi Indonesia nomor 15
tahun 2014 tentang standar pelayanan, dimana diatur dalam Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

2. Tujuan dan Sasaran Standar Pelayanan

Tujuan Standar Pelayanan ini adalah sebagai tolak ukur dalam
penyelenggaraan pelayanan dilingkungan masing-masing untuk memberikan
kepastian, miningkatkan kualitas dan Kkinerja pelayanan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat da selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga
mendapatkan kepercaan masyarakat. Sasaran dari penyusunan standar

pelayanan ini adalah masyarakat Desa Je'netallasa Kabupaten Gowa.
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3. Prinsip Standar Pelayanan

Menurut Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan
Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
Pelayanan, bahwa Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan

dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

a. Sederhana
Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah
dilaksanakan mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan
biaya
terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara,;

b. Partisipatif
Penyusunan standar pelayanan dengan melibatkan masyarakat
dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan
keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan;

c. Akuntabel
Hal-hal yang diatur dalam standar pelayanan harus dapat
dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang
berkepentingan;

d. Berkelanjutan
Standar pelayanan harus terus menerus dilakuakan perbaikan
sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan;

e. Transparansi
Standar pelayanan harus dapat dengan mudah diakses oleh
masyarakat;

f. Keadilan
Standar pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang
diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda
status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas
fisik dan mental.

4. Komponen Standar Pelayanan

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan, bahwa dalam Penyusunan Standar Pelayanan sekurang-
kurangnya memiliki 14 komponen pelayanan yang termasuk kedalam unsur-
unsur administrasi dan manajemen yang menjadi bagian sistem dalam proses

penyelenggara pelayanan publik yang terbagi menjadi dua bagian yaitu:
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Tabel 4
Komponen Standar Pelayanan

Komponen standar pelayanan yang | Komponen standar pelayanan yang
terkait dengan proses peyampaian | terkait dengan proses pengelolaan

pelayanan (service delivery) | pelayanan di internal organisasi

meliputi: (manufacturing) meliputi:

1. Persyaratan 1. Dasar hukum

2. Sistem, mekanisme, dan prosedur | 2. Saran dan prasarana, dan/atau
fasilitas

3. Jangka waktu pelayanan 3. Kompetensi pelaksana

4. Biaya/Tarif 4. Pengawasan internal

5. Produk Pelayanan 5. Jumlah pelaksana

6. Penanganan pengaduan, saran, 6. Jaminan pelayanan

dan masukan 7. Jaminan keamanan dan keselamatan

pelayanan

8. Evaluasi kinerja pelaksana

Sumber: Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

1)

a.
b.

Service Delivery

Persyaratan
Sistem, mekanisme dan prosedur, tata cara pelayanan yang
dilakukan bagi pemberi dan penerima layanan, termasuk
pengaduan
Jangka waktu penyelesaian, jangka waktu yang di perlukan untuk
menyelesaikan selurh proses pelayanan dari setiap jenis

pelayanan
Biaya/tarif ongkos yang dikenakan kepada penerima ;ayanan
dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari

penyelenggara yang besarnya ditetapkan  berdasarkan
kesepakatan antar penyelenggara dan masyarakat

Produk pelayanan, hasil pelayanan yang diberikan dan diterima
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, tata cara
pelaksanaan penanganan pengaduan dan tundak lanjutnya.

Manufacturing

Dasar hukum, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar
penyelenggara pelayanan

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, peralatan dan fasilitas yang
diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan
dan fasilitas bagi kelompok rentan; persyaratan, syarat yang harus
dipenuhi dalam pegurusan suatu jenis pelayanan, baik
persyaratan teknis maupun administratif

Komponen pelaksana, kemampuan yang harus dimiliki oleh
pelaksana meliputi pengetahuan, keterampilan dan pengalaman
Pengawasan internal, pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan
atau satuan kerja atau atasan langsung pelaksana
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e. Jumlah pelaksana, tersedianya pelaksanaan sesuai dengan beban
kerja

f. Jaminan pelayanan yang memberikan Kkepastian pelayanan
dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan

g. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk
komitmen untuk memberikan rasa aman bebas dari bahaya dan
resiko keragu-raguan

h. Evaluasi kinerja pelaksanaan, penilaian untuk mengetahui
seberapa jauh pelaksanaan kgiatan sesuai standar pelayanan.

Pada peraturan tersebut menjadi fokus dalam proses penyusunan standar
pelayanan adalah komponen standar pelayanan terkait dengan penyampaian
pelayanan. Bagian ini menjadi fokus perhatian dalam penyusunan dikarenakan
pada komponen ini pihak penyelenggara pelayanan berhubungan dengan
penggunan layanan. Komponen standar pelayanan pada bagian ini yang

sekurang kurangnya wajib di publikasikan.

Sedangkan untuk 8 komponen standar pelayanan yang terkait dengan
proses pelaksanaan (manufacturing), penyusunan dan pengembangannya
diserahkan kepada masing-masing penyelenggara layanan. Tetapi dalam
perancangan standar pelayanan di Kantor Desa Je’'netallasa Kabupaten Gowa,
penulis memasukkan 8 komponen manufacturing tersebut atas dasar permintaan

dari instansi untuk melengkapi standar pelayanan yang belum ada sama sekali.

Penyusunan standar pelayanan selain perlu memperhatikan komponen standar
pelayanan, penyelenggara pelayanan juga perlu memperhatikan spesifikasi jenis
layanan yang akan disusun standar pelayanannya. Fokus pada spesifikasi jenis
pelayanan ini penting untuk menghindari kesalahan dalam penentuan

persyaratan, waktu, prosedur, maupun biaya pelayanan.

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penyusunan rancangan

standar pelayanan menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil
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Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman

Standar Pelayanan adalah:

a. persyaratan Persyaratan pelayanan merupakan sesuatu yang harus
dipenuhi dalam proses pengurusan suatu jenis pelayanan yang dapat
berupa persyaratan teknis maupun administratif seperti syarat
dokumen ataupun barang lain.

b. Identifikasi prosedur Tujuan dari langkah ini, yaitu untuk mengetahui
bagaimana tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam proses
pengurusan pada setiap jenis layanan.

c. ldentifikasi waktu Proses identifikasi waktu bertujuan untuk
mengetahui keseluruhan jumlah waktu mulai dari tahapan awal
hingga akhir dalam menyelesaikan pengurusan pada setiap layanan.

d. Identifikasi biaya/tarif Proses identifikasi biaya pelayanan juga
dilakukan berdasarkan setiap tahapan dalam prosedur pelayanan.
Sehingga dapat diketahui jumlah biaya yang akan dibebankan
kepada pelanggan/masyarakat.

e. ldentifikasi produk layanan Bertujuan untuk mengetahui produk atau
hasil akhir dalam satu jenis layanan yang disediakan.

f. Penanganan Pengelolaan Pengaduan Penyelenggara pelayanan
wajib menyediakan mekanisme untuk pengelolaan pengaduan.
Bentuk pengelolaan pengaduan yang paling sering ditemui yaitu
seperti penyedian kotak saran, portal pengaduan dalam website,
ataupun penyediaan petugas penerimaan pengaduan.

Pada peraturan tersebut terdapat komponen standar pelayanan terkait
penyampaian pelayanan dan pengelolaan pelayanan. Dalam penyampaian
pelayanan menjadi fokus perhatian dalam penyusunan standar pelayanan
dikarenakan dalam komponen ini pihak penyelenggara berhubungan langsung
dengan pengguna layanan yang membuat komponen ini sekurang-kurangnya
wajib di publikasikan. Sedangkan pengelolaan pelayanan dalam penyusunan dan

pengembangannya di serahkan pada masing-masing penyelenggara layanan.

Dalam penyusunan rancangan standar pelayanan bukan hanya komponen
standar pelayanan yang harus diperhatikan, melainkan penyelenggara layanan
juga perlu di memperhatikan spesifikasi jenis layanan. Spesifikasi jenis
pelayanan ini juga penting untuk menghindari kesalahan dalam penyusunan

standar pelayanan.
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Adapun rancangan standar pelayanan yang dapat digunakan untuk
mempermudah proses diskusi dengan masyarakat. Format yang dapat dipakai

dalam membuat perancangan standar pelayanan yaitu:

Tabel 5
Rancangan Standar Pelayanan
1 | Jenis Pelayanan ....Diisi oleh nama jenis pelayanan
2 | Dasar Hukum ....Diisi oleh hasil identifikasi
3 | Persyaratan ....Diisi oleh hasil identifikasi
4 | Prosedur ....Diisi oleh hasil identifikasi
5 | Waktu Pelayanan ....Diisi oleh hasil identifikasi
6 Biaya/Tarif ....Diisi oleh hasil identifikasi
7 | Produk ....Diisi oleh hasil identifikasi
8 | Pengelolaan Pengaduan ...Diisi oleh hasil identifikasi

Sumber: Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Tujuan keikut sertaan masyarakat dalam forum pembahasan bersama adalah
untuk menyelaraskan kemampuan penyelenggara pelayanan dengan
kebutuhan/kepentingan masyarakat dan kondisi lingkungan guna mengefektifkan
penyelenggara pelayanan yang berkualitas yang dimana mengenai diskusi yang
dilakukan bersama masyarakat megenai pembahasan standar pelayanan dapat

menggunakan dua metode yang berbeda yaitu:

1) Diskusi Grup Terfokus (Focused Group Discussion) Metode ini
dipergunakan untuk melakukan pembahasan yang lebih mendalam
terhadap materi Rancangan Standar Pelayanan, bila dipandang perlu
dengan mengundang narasumber ahli yang terkait dengan jenis
pelayanan yang dibahas.

2) Dengar Pendapat (Public Hearing) Metode ini dipergunakan untuk
melakukan penelusuran fakta-fakta yang dapat mengungkap
kepentingan khalayak ramai yang sesungguhnya. Cara ini dilakukan
dengan mengundang praktisi yang dipandang bisa mewakili publik
untuk didengar pendapatnya.
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Dari hasil pembahasan yang dilakukan dengan masyarakat, organisasi
penyelenggara pelayanan berupa standar pelayanan yang sudah disetujui
memuat seperti: persyaratan, prosedur, waktu, biaya dan produk pelayanan serta
mekanisme pengaduan. Format standar pelayanan yang dapat digunakan antara
lain:

Tabel 6
Format Standar Pelayanan

Standar Pelayanan 'X' (diisi sesuai dengan jenis pelayanan) (*)

1 Persyaratan 1...
2....dst
2 Prosedur 1...
2....dst
3 | Waktu Pelayanan 1...
2....dst
4 | Biaya/Tarif 1...
2....dst
5 | Produk 1...
2....dst
6 | Pengelolaan Pengaduan 1...
2....dst

Sumber: Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

5. Siklus Penyusunan Standar Pelayanan
1) Penyusunan Rancangan Standar Pelayanan
2) Pembahasan Perancangan Standar Pelayanan
3) Penetapan Standar Pelayanan
4) Penerapan Standar Playanan
5) Penetapan Maklumat Pelayanan

6. Maklumat Pelayanan

Sebelum menerapkan Standar Pelayanan, penyelenggara diwajibkan untuk
menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan. Maklumat pelayanan

merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggaraan untuk
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melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Hal-hal yang perlu

dilakukan dalam maklumat pelayanan adalah:

a. Pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan
sesuai dengan standar pelayanan.

b. Pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan
melakukan perbaikan secara terus menerus.

c. Pernyataan kesediaan untuk menerima saksi, dan/atau memberikan

kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

Maklumat pelayanan yang telah disusun wajib dipublikasikan secara luas,
jelas, dan terbuka kepada masyarakat melalui berbagai media yang mudah

diakses oleh masyarakat.

B. Tinjauan Pustaka Terkait Permasalahan

1. Pelayanan Publik

Pelayanan Publik menurut Sinambela (pasalong:128) yaitu, setiap kegiatan
yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap
kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan
menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara
fisik. Pelayanan publik merupaka keperluan orang lain atau masyarakat yang
mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan

tata cara yang ditetapkan (Pasalong 2013:128).
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik mendefinisikan sebagai:

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam
rangkaian pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan
Peraturan Perundang-Undangan bagi setiap warga negara dan
penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrative yang
disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Menurut Santosa (2008) pelayanan publik adalah pemberian jasa baik
oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, ataupun pihak swasta
kepada masyarakat dengan suatu atau tanpa pembayaran guna memenuhi
kebutuhan atau kepentingan masyarakat. Berdasarkan pengertian dari para ahli
pelayanan publik dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik merupakan
kegiatan memenuhi kebutuhan yang diberikan oleh penyedia layanan kepada
penerima pelayanan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Tujuan dari
pelayanan publik adalah untuk memberikan kepuasan layanan kepada
masyarakat agar sesuai (Wulandari et al., 2019)dengan target pemerintah dalam
memberikan pelayanan yang baik sesuai kebutuhan masyarakat.

2. Pelayanan yang berkualitas

Kualitas pelayanan publik diselenggarakan instansi pemerintah ini menjadi
tuntutan masyarakat. Masyarakat atau para penerima pelayanan mengkritisi
pelayanan publik dari presepsi terhadap “kualitas” yang melekat pada seluruh
aspek pelayanan. Menurut sinambella dkk (wulandari,2019) wumengatakan

bahwa:

a) Transparansi, yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan
dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan
disediakan secara memadai serta mudah dimengert

b) Akuntabilitas, yaitu pelayanan yang dapat dipertanggung
jawabkan sesuai dengan ketentuan peratutan perundang-
undangan

c) Kondisional, yaitu pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan
kemampuan pembeni dan penerima pelayanan dengan tetap
berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas,
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d) Partisipatif yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta
masyarakat dengan memperhatiakan aspirasi kebutuhan dan
harapan masyarakat

e) Kesamaan hak, vyaitu pelayanan yang tidak melakukan
diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras,
agama, golongan status social

f) Keseimbangan hak dan kewajiban yatu pelayanan yang
mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan
penerima pelayanan publik

Mengetahui pelayanan yang diberikan berkualitas atau tidak akan
memberikan manfaat bagi kelompok atau instansi pemberi layanan Bla
pelayanan yang diberikan sudah berkualitas maka penyedia layanan harus selalu
berusaha untuk mempertahankan, begitupun sebaiknya bila pelayanan yang
diberikan belum berkualitas maka penyedia layanan harus melakukan perbaikan,
pembenahan, dan penyempurnaan untuk memberikan kepuasan kepada
masyarakat atau pelanggan. Dengan demikian bak buruknya kualitas pelayanan
tergantung kepada kemampuan penyedia layanan dalam memenuhi harapan

masyarakat (para penerima layanan) secara konsisten.

1) Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas pelayanan publik merupakan usaha untuk memenuhi segala suatu
yang berhubungan dengan produksi jasa manusia, proses, Ingkungan dan yang
menjadi kebtuhan serta keinginan konsumen baik itu berupa barang dan jasa
yang diharapkan dapat memenuhi harapan dan kepuasan masyarakat kualitas
pelayanan secara umum harus memenuhi harapan-harapan masyarakat dan
memuasakan kebutuhan mereka. Definisi ini berorientasi pada pengguna
layanan, tidak berarti dalam menentukan kualitas layanan penyedia jasa harus
memenuhi semua keingina konsumen Kualitaspelayanan dapat diketahui dengan
membandingkang presepsi pengguna layanan atas layanan yang mereka terima
dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan Kualitas pelayanan

dapat dihat dari dimensi-dimensi pelayanan.
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Menurut Parasuraman,dkk. (Chaln. 2014) untuk mengetahui kualitas layanan
yang dirasakan secara hyata oleh koncumen, terdapat indikator ukuran

kepuasan konsumen yang terletak pada 5 dimensi kualitas pelayanan yaitu:

a) Tangible, kualitas pelayanan berupa sarana fisik perkantoran,
komputerisasi administrasi, ruang tunggu, tempat informasi dll.

b) Reliabillty, kemampuan dan keandalan untuk menyediakan pelayanan
yang terpercaya.

c) Responsiveness, kesanggupan untuk membantu dan menyediakan
pelayanan secara cepat, tepat dan tanggap terhadap keinginan
konsumen.

d) Assurance, kemempuan dan keramahan serta sopan santun pegawai
dalam meyakinkan kepercayaan konsumen.

e) Empaty, sikap tegas, tulus dan penuh perhatian terhadap konsumen.

Teori yang dikemukan diatas dapat digunakan untuk mengukur kepuasan
masyarakat dalam menerima pelayanan yang dilakukan oleh instansi
pemerintah. Apabila instansi yang memberikan pelayanan berdasarkan asas
tersebut di atas maka dapat dipastikan bahwa pelanggan akan memperoleh

kepuasan dalam pelayanan.

2) Tujuan pelayanan publik

Tujuan pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang 25 tahun 2009

Tentang Pelayanan Publik pasal 3 tentang pelayanan publik:

a) terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak,
tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang
terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik

b) terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak
sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi
yang baik,

c) terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, dan

d) terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat
dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

3) Unsur-Unsur Pelayanan Publik

Dalam proses kegiatan pelayanan publik terdapat beberapa faktor atau unsur
yang mendukung jalannya kegiatan Menurut Moenir (Marande, 2017), unsur-

unsur tersebut.
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a) Sistem, Prosedur, dan Metode
Dalam pelayanan publik perlu adanya sistem informasi prosedur
dan metode yang mendukung kelancaran dalam memberikan
pelayanan.
b) Personil
Personil terutama ditekankan pada prilaku aparatur, dalam
pelayanan publik aparatur pemerintah selaku personil pelayanan
harus profesional, disiplin dan terbuka terhadap kritik dari pelanggan
atau masyarakat
c) Sarana dan Prasarana
Dalam pelayanan publik diperlukan peralatan dan ruang kerja serta
fasilitas pelayanan publik. Misalnya ruang tunggu, tempat arker yang
memadai
d) Masyarakat sebagai pelanggan
Dalam pelayanan publik masyarakat sebagai pelanggan sangatlah
heterogen baik tingkat endidikan maupun perilakunya.
4) Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik
Pada hakekatnya perbaikan sistem dan prosedur pelayanan publik yang
menuju pelayanan publik yang prima yang diberikan oleh aparatur/birokrat
kepada masyarakat sebaiknya dilakukan dengan penuh perhatian sehingga
diharapkan akan menimbulkan pandangan positif baik dari kalangan pelanggan,
maupun aparatur yang memberikan pelayanan. Oleh karena itu dalam
pelaksanaan pelayanan publik harus diasanakan dan berjalan berdasarkan
prinsip-prinsip pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun yang
menjadi prinsip-prinsip dalam pelayanan publik adlah sebagai berikut:

a. Kesederhanaan

Pelayanan publik dapat dikatakan sebagai pelayanan prima apabila dalam
pelaksanaannya tidak menyulitkan, prosedur tata cara pelayanan
diselenggarakan tidak menyulitkan, prosedur tata pelayanan diselenggarakan
secara mudah, lancar, cepat, tidak terbelit-belit, mudah dipahami dan mudah

dilaksanakan okeh Masyarakat yang meminta pelayanan.
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b. Kejelasan dan Kepastian

Kejelasan dalam pelaksanaan publik ini mencakup kejelasan dalam hal:

a) Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik

b) Prosedur dan tata cara pelayanan publik

c) Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab
dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan,
persoalan sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik

d) Rincian biayatarif pelayanan publik dan tata cara pembayaran

e) Jadwal waktu penyelesaian pelayanan publik

f) Pejabat yang menerima keluhan masyarakat apabila terdapat
sesuatu yang tidak jelas dan atau tidak puas atas pelayanan
yang diberikan kepada masyarakat

c. Kepastian Waktu

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang

telah ditentukan

d. Akurasi

Produk dari hasil pelaksanaan pelayanan publik dapat diterima dengan

benar, tapat, dan sah yang berpegang teguh pada prinsip efektivitas dan efisiensi

e. Keamanan

Kriteria ini mengandung arti bahwa proses serta hasil pelayanan publik
dapat memberikan rasa aman, kenyamanan serta dapat memberikan kepastian

hukum bagi masyarakat.
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f. Tanggung Jawab

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk
bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan

atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik

g. Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan pelayanan publik harus tersedia sarana dan prasarana
kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadal termasuk

penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).

h. Kemudahan Akses
Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai sehingga mudah
dijangkau oleh masyarakat Selain itu, segala bentuk informasi yang berkaitan
dengan pelayanan publik juga mudah diakses oleh masyarakat melalui teknologi
telekomunikasi dan informatika (telematika)

i. Kedisiplinan, Kesopanan, dan Keramahan

Pada pelaksanaan pelayanan publik, pemberi pelayanan harus bersikap

disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan yang ikhlas

j.  Kenyamanan

Lingkungan tempat pelaksanaan pelayanan publik harus tertib tersedianya
ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, Ingkungan yang indah, sehat, serta
dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti area parker, toilet,

sarana ibadah, dan lain-lain
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5) Ruang Lingkup Pelayanan Publik

Ruang lingkup pelayanan publik menurut Undang-Undang No 25 tahun

2009 tentang Pelayanan Publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik

serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

Dalam ruang lingkup yatu termasuk pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan

usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan,

jaminan sosial, energi perbankan perhubungan, sumber daya alam, pariwisata,

dan sektor strategis lainnya.

Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melipti:

a)

b)

pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh
instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara
dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah

pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh
suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau
seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan
daerah yang dipisahkan, dan

pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya
tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara
atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha
yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber
dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan,
tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan

dalam peraturan perundang-undangan.
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3. Kantor Desa

a. Pengertian Desa

Menurut Widjaja (Bintaro & Daldjoeni, 2018) , Desa adalah sebagai
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak
asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenal
Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli,
demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan menurut R. Bintaro
(Bintaro & Daldjoeni, 2018), Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum
yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa
landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah
keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan

masyarakat.

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

menjelaskan
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama
lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, desa adalah merupakan
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah yang berwenang dalam
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak dan asal usul, atau hak

tradisional yang diakui dan di hoemati dalam sistem pemerintahan.
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c. Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Desa

a) Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun tugas pokok dari pemerintahan desa merupakan:

1. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang
memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

2. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa,
melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,
dan pemberdayaan masyarakat Desa.

3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimakasud ayat (2) Kepala
Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :

1) menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja
Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah
pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan
upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan
penataan dan pengelolaan wilayah;

2) melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana
prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan,
kesehatan;

3) pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban
masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat,
keagamaan, dan ketenagakerjaan;

4) dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik,
lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan
karang taruna; dan

5) menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan

lembaga lainnya.
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b) Wewenang Desa

Berdasar pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

pada pasal 18 kewenangan desa meliputi:

a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;

b. Kewenangan lokal berskala desa;

c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah
daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota,
dan

d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah,
pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah
kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

d. Sumber Pendapatan Desa

Desa mempunyai sumber pendapatan desa yang terdiri atas Pendapatan
Asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian
dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh
Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta
hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Bantuan keuangan
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai
dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan

tersebut diarahkan untuk percepatan Pembangunan Desa.
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Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari
Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata
skala desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan
dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk
dijualbelikan. Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana
Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa. Alokasi anggaran
untuk desa yang bersumber dari Belanja Pusat dilakukan dengan mengefektifkan

program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.





